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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusia dalam Statuta Roma

1998 telah dirumuskan secara komprehensif, khususnya dalam Pasal 7
Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami sebagai
perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan
pengetahuan pelaku terhadap serangan tersebut. Inilah yang mebedakan
antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa,
karena menuntut adanya pola serangan yang dilakukan secara terencana
atau beruang sebagai bagian dari suatu kebijakan tertentu. Selain itu,
pengaturan ini juga menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan
dapat terjadi baik dalam situasi konflik bersenjata maupun di luar
konflik bersenjata, sehingga ruang lingkup penerapannya menjadi lebih
luas. Dengan demikian, Statuta Roma berfungsi sebagai instrumen
hukum internasional yang menetapkan unsur-unsur yang jelas untuk
menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,
sehingga dapat mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia
yang serius.

Pasal 25 Statuta Roma secara tegas menegaskan bahwa Mahkamah
Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu sebagai
subjek hukum pidana internasional, termasuk mereka yang melakukan,

memerintahkan, mendorong, atau dengan cara lain berkontribusi secara
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signifikan terhadap terjadinya kejahatan internasional. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibatasi
pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki
peran menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan.
Dalam konteks kepemimpinan Taliban, Hibatullah Akhundzada sebagai
pemimpin tertinggi de facto memiliki kedudukan strategis dalam struktur
organisasi yang memungkinkan adanya kendali efektif (effective
control) atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat atau
anggota Taliban. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan secara
sistematis dan berkelanjutan, khususnya yang membatasi dan melanggar
hak-hak fundamental penduduk sipil. Pasal 27 Statuta Roma
menegaskan bahwa kedudukan resmi seseorang, baik sebagai kepala
negara, pejabat pemerintah, maupun pemimpin politik atau militer, tidak
membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana internasional dan
tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Analisis
terhadap kasus Hibatullah Akhundzada menunjukkan bahwa prinsip
pertanggungjawaban pidana individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25
dan Pasal 27 Statuta Roma 1998 secara normatif dapat diterapkan
terhadap pemimpin aktor non-negara, sepanjang terpenuhi unsur
keterlibatan individual dan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis

terhadap penduduk sipil.
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B. Saran

1.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, hasil kajian
ini  diharapkan dapat menjadi bahwan pertimbangan dalam
pengembangan hukum nasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan
dan pertanggungjawaban pidana individu. Harmonisasi anatara hukum
nasional dan hukum pidana internasional penting dilakukan guna
memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta meningkatkan peran
Indonesia dalam mendukung penerapan keadilan internasional.

Proses penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan oleh
ICC masih menghadapi berbagai kendala praktis, seperti keterbatasan
kewenangan dalam melakukan penangkapan, ketergantungan pada kerja
sama negara, baik pihak maupun non-pihak Statuta Roma, serta
meningkatkan efektivitas prosedur penyelidikan dan penuntutan agar
prinsip pertanggungjawaban individu dapat diterapkan secara lebih
optimal dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap

kemanusiaan.
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